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Abstrak
Kerangka hukum pemilu harus dapat melindungi hak-hak pemilih agar penegakan hukum dan keadilan pemilu dapat berjalan dan berfungsi secara jujur dan tidak memihak sehingga menciptakan pemilu yang bermartabat. Bawaslu diberikan lebih banyak kekuasaan oleh Undang-Undang Pemilu, selain memiliki tugas pencegahan dan pengawasan, Bawaslu juga diberi wewenang ajudikasi untuk menangani pelanggaran administrative pemilu. Adapun metode pennelitian yang digunakan adalah yuridis normatifyang mencakup sumber daya primer, sekunder dan tersier, data yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bawaslu memikiki wewenang untuk mengambil tindakan hukum apabila pemilu tidak dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan pemilu yang ada. Tindakan hukum ini dapat berupa hukuman, memungkinkan sanksi diberlakukan pada mereka yang melanggar hukum maupun bersifat konstruktif dan sifatnya mengikat bagi pihak-pihak yang terlibat dalam pelanggaran pemilu. Terkait dengan penyelesaian pelanggaran administrative Pemilu, Bawaslu berpedoman pada Perbawaslu dalam memberikan mekanisme adjudikasi.
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Abstract

The electoral legal framework must be able to protect the rights of voters so that electoral law enforcement and justice can run and function honestly and impartially so as to create dignified elections. Bawaslu is given more powers by the Election Law, in addition to having prevention and supervision duties, Bawaslu is also given adjudication authority to handle administrative election violations. The research method used is normative juridical which includes primary, secondary and tertiary resources, data collected through literature study and then analysed qualitatively. The results showed that Bawaslu has the authority to take legal action if the election is not carried out in accordance with existing laws and regulations. This legal action can be in the form of punishment, allowing sanctions to be imposed on those who violate the law as well as constructive and binding in nature for parties involved in election violations. Related to the settlement of administrative election violations, Bawaslu is guided by Perbawaslu in providing an adjudication mechanism.
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Pendahuluan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD 1945) meletakkan dasar untuk menjalankan negara dan membangun kehidupan negara yang demokratis. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (2) “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”.
 Dengan menjalankan kedaulatan rakyat, Indonesia menegaskan dirinya sebagai negara hukum. Konsep negara yang menjunjung tinggi prinsip kedaulatan rakyat (demokrasi) adalah dengan menempatkan kerangka hukum dalam seluruh kegiatan penyelenggaraan negara.
 Menurut Jimly Asshiddiqie, prinsip dasar dari aturan demokratis yang berdasarkan hukum tercermin dalam bentuk pengakuan dan jaminan hak asasi manusia (HAM) dalam demokrasi, pembentukan mekanisme pemilu sebagai manifestasi dari kedaulatan rakyat dan mengedepankan prinsip check and balances dalam pembangunan lembaga negara.
 
Robert A. Dahl menyatakan bahwa demokrasi di era modern merupakan bentuk demokrasi representatif yang mensyaratkan pranata politik sebagai jaminan terselenggaranya demokrasi.
 Hans Kelsen menyatakan bahwa bentuk demokrasi adalah pemilihan, di mana organ negara dibentuk untuk membentuk dan melaksanakan norma-norma hukum.
 Joseph Schumpeter, mengatakan bahwa pemilu adalah arena yang berfungsi sebagai wadah bagi para aktor politik untuk memperebutkan kekuasaan atas suara rakyat.
 Salah satu instrumen demokrasi adalah pemilu, yang diselenggarakan untuk memilih wakil rakyat yang akan menduduki posisi eksekutif dan legislatif dengan melibatkan langsung rakyat sebagai pemegang kedaulatan negara, untuk itu pelaksanaan pemilu harus dilakukan dengan prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. 

Ketentuan tentang pengelolaan pemilu telah mengalami perubahan signifikan. Perubahan yang paling terlihat adalah pergeseran status, tugas, dan wewenang Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).
 Singkatnya, tugas dan wewenang KPU dalam menangani pelanggaran administrasi kepemiluan dikurangi, dan tugas dan wewenang Bawaslu ditingkatkan. Sebagai Penyelenggara Pemilu, Bawaslu dalam menjalankan fungsinya diatur dalam Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang yang selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Pemilu, Bawaslu bertugas menetapkan standar pengawasan pemilihan untuk pengawas pemilihan di setiap tingkat, mencegah dan mengambil tindakan terhadap pelanggaran pemilihan dan sengketa proses pemilihan, mengawasi persiapan pelaksanaan pemilihan, mengawasi pelaksanaan tahapan penyelenggaraan pemilihan, mencegah praktik politik uang, dan mengawasi netralitas ASN, TNI, dan POLRI.
Dalam Undang-Undang Pemilu dinyatakan bahwa Bawaslu memiliki wewenang untuk menerima dan menindaklanjuti laporan terkait dugaan pelanggaran pelaksanaan undang-undang dan peraturan yang mengatur pemilu, memeriksa, meninjau, dan memutuskan pelanggaran administrasi pemilu, memeriksa, meninjau, dan memutuskan pelanggaran politik uang, menerima, memeriksa, memediasi dan memutuskan sengketa proses pemilu. Secara umum, pelanggaran administrasi pemilu berdasarkan Pasal 460 Undang-Undang Pemilu menyatakan "Pelanggaran administrasi pemilu meliputi pelanggaran terhadap prosedur, mekanisme, atau mekanisme terkait dengan administrasi pelaksanaan pemilihan pada setiap tahap administrasi pemilihan". Selain itu, regulasi mengenai wewenang Bawaslu dalam mengambil tindakan terhadap dugaan pelanggaran administrasi pemilu diatur dalam Pasal 407 dan Pasal 461 Undang-Undang Pemilu. Terkait dengan wewenang Bawaslu dalam menangani dugaan pelanggaran administrasi pemilu diatur dalam Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 20222 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum. Bawaslu diberikan wewenang untuk menyelesaikan pelanggaran administrasi pemilihan melalui adjudikasi.
 Di sisi lain, penegakan hukum pemilu yang merupakan wewenang Bawaslu, harus benar-benar dilaksanakan secara profesional. Selain itu, dalam penegakan hukum pemilu, juga harus seimbang dengan keadilan pemilu yang merupakan tolak ukur pemilu sebagai sarana kedaulatan rakyat.
Metode Penelitian
Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian tentang aturan hukum positif dan prinsip-prinsip hukum, yang dilakukan dengan mengevaluasi aturan hukum yang relevan terkait dengan topik yang dibahas.
 Adapun sumber data pada penelitian ini terdiri dari bahan Hukum Primer yang meliputi undang-undang dan peraturan terkait dengan masalah yang diteliti, seperti: Konstitusi 1945, serta peraturan terkait dengan kewenangan pengadilan Bawaslu dalam proses pemilu. Bahan Hukum Sekunder dalam hal ini, penulis akan mengumpulkan data dari hasil karya ilmiah para sarjana dan hasil penelitian terkait dengan penelitian. Bahan Hukum Tersier, yang diambil dari majalah, surat kabar untuk mendukung informasi dalam penelitian. Analisis data yang digunakan pada penelitian ini yaitu analisis yuridis kualitatif yang dipaparkan secara deskriptif yang kemudian nantinya ditarik suatu kesimpulan.

Hasil dan Pembahasan
Kewenangan Bawaslu, Penegakan Hukum dan Keadilan Pemilu

Pemilu yang memiliki legitimasi, baik proses maupun hasil ditentukan oleh kinerja pengawasan yang diukur dari tingkat keberhasilannya, melalui strategi pengawasan yang dapat mencegah potensi pelanggaran, dan penanganan pelanggaran, serta pengawasan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu tidak hanya memastikan secara prosedural, tetapi juga memastikan pemilu yang berkualitas dan berintegritas dengan terjaminnya pemenuhan hak konstitusional rakyat dalam menyalurkan hak pilihnya.
 Berdasarkan Undang-Undang Pemilu, Bawaslu memiliki tugas, wewenang, dan kewajiban diantaranya yakni menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemilu, memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administrasi Pemilu, memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran politik uang, menerima, memeriksa, memediasi atau mengadili, dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu, merekomendasikan kepada instansi terkait mengenai hasil pengawasan terhadap netralitas aparatur sipil negara, netralitas anggota Tentara Nasional Indonesia, dan Tentara Nasional Indonesia, dan netralitas anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan sebagainya.

Penegakan hukum pemilu memiliki peran penting dalam mewujudkan pemilu yang demokratis.
 Secara sederhana, penegakan hukum pemilu dapat diartikan sebagai suatu proses dalam upaya menegakkan norma-norma hukum pemilu. Penegakan hukum pemilu ditujukan untuk meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat. Menurut Ramlan Surbakti, dalam penegakan hukum pemilu ada tiga hal yang harus diperhatikan, pertama, penegakan hukum sebagai alat jera terhadap pelanggaran atau kecurangan yang mengancam integritas pemilu, kedua, mekanisme untuk menggugat hasil dan penanganan pelanggaran pemilu, ketiga, untuk memberikan efek jera dan preventif, harus diberikan penguatan terhadap dampak pidana yang terkait dengan hasil pemilu.
 Kerangka hukum dalam penegakan hukum pemilu diatur dalam Undang-Undang Pemilu, yang memuat asas, prinsip, dan tujuan pemilu, yaitu, pertama, bahwa pemilu dilaksanakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Kedua, bahwa dalam menyelenggarakan pemilu, penyelenggara pemilu harus melaksanakan pemilu berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, dan pelaksanaannya harus memenuhi asas mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum kepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, akuntabel, efektif, dan efisien.
 Ketiga, bahwa bahwa pengaturan penyelenggaraan pemilu bertujuan untuk memperkuat sistem ketatanegaraan yang demokratis, mewujudkan pemilu yang jujur dan berintegritas, menjamin konsistensi pengaturan sistem pemilu, memberikan kepastian hukum, dan mencegah terjadinya duplikasi pengaturan pemilu, serta mewujudkan pemilu yang efisien dan efektif.
 Selain itu, jika melihat kerangka hukum yang diatur dalam Undang-Undang Pemilu dapat diklasifikasikan jenis-jenis permasalahan hukum pemilu, yaitu pelanggaran pemilu (administrasi, kode etik, dan pelanggaran hukum lainnya), sengketa proses pemilu dengan penyelesaian di Bawaslu dan di PTUN. Dalam menjalankan asas, prinsip, dan tujuan pemilu, Bawaslu diberi tugas untuk menerima, memeriksa, dan mengkaji dugaan pelanggaran pemilu serta melakukan investigasi terhadap dugaan pelanggaran pemilu.
 Oleh karena itu, dalam sistem penegakan hukum pemilu, Bawaslu dalam melaksanakan tugasnya terikat dengan mekanisme/prosedur penanganan pelanggaran pemilu, yaitu pelanggaran pemilu yang bersumber dari temuan pelanggaran pemilu (hasil pengawasan pemilu) dan laporan pelanggaran pemilu) dan laporan pelanggaran pemilu.
Keadilan merupakan asas dalam pengaturan pemilu yang harus ada dan mendasari keberadaan norma-norma konkret mengenai pemilu. Secara ringkas, untuk mengenali keadilan dapat dilihat dari karakter dan tujuan keadilan itu sendiri. Karakter yang melekat dari keadilan adalah kesamaan hak, layak secara proporsional. Tidak memihak, masuk akal secara moral dan benar secara moral, serta sesuai dengan hukum. Sedangkan tujuan keadilan adalah, apa yang akan dicapai dalam hubungan hukum, baik antara sesama warga negara, maupun antara warga negara dengan negara atau hubungan antar negara. Menurut Ramlan Subakti, ada 7 (tujuh) kriteria untuk mewujudkan pemilu yang adil dan berintegritas.
 Pertama, kesetaraan warga negara, baik dalam memberikan suara dan menghitung suara, maupun dalam alokasi kursi legislatif dan pembentukan daerah pemilihan. Kedua, kepastian hukum yang dirumuskan berdasarkan asas pemilu yang demokratis. Ketiga, kompetisi yang bebas dan adil. Keempat, partisipasi seluruh pemangku kepentingan dalam seluruh rangkaian pemangku kepentingan dalam seluruh rangkaian tahapan pemilu. Kelima, lembaga penyelenggara pemilu yang profesional, independen profesional, independen, dan imparsial. Keenam, integritas pemungutan dan pelaporan suara pemilu. Ketujuh, penyelesaian sengketa pemilu yang adil dan tepat waktu. 

Dalam negara hukum yang demokratis, keadilan pemilu memainkan peran penting dalam memastikan stabilitas sistem politik dan kepatuhan terhadap kerangka hukum, dan dengan demikian juga berkontribusi pada konsolidasi pemerintahan yang demokratis. Definisi sebagaimana dikemukakan oleh Orozco Henriquez, bahwa keadilan pemilu mencakup metode dan mekanisme yang tersedia di suatu negara tertentu, untuk memastikan bahwa setiap tindakan prosedur dan keputusan yang berkaitan dengan proses pemilu sesuai dengan kerangka hukum, untuk melindungi atau memulihkan hak pilih, dan untuk memungkinkan warga negara yang hak pilihnya telah dilanggar untuk mengajukan pengaduan, menghadiri persidangan, dan mendapatkan keputusan.
 Berdasarkan hal tersebut, keberadaan lembaga Bawaslu sebagai penegak hukum pemilu dengan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang, diharapkan mampu menjamin rasa keadilan dari semua pihak, baik peserta, pemilih, maupun penyelenggara pemilu
Penanganan Pelanggaran Administratif Pemilu Oleh Bawaslu
Pelanggaran administratif pemilu meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu, tata cara, prosedur, atau mekanisme penyelenggaraan Pemilu dalam setiap tahapan pemilu.
 Pelanggaran administratif pemilu dibagi menjadi dua, yaitu pelanggaran administratif pemilu biasa dan pelanggaran administratif pemilu yang terjadi secara terstruktur sistematis dan masif (TSM). Pelanggaran administratif pemilu adalah tindakan yang melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme administrasi pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilu. Sementara itu, pelanggaran administratif pemilu yang bersifat TSM adalah perbuatan atau tindakan yang melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilu, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi Pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu, atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilu dan/atau Pemilih secara terstruktur, sistematis, dan masif.

Berdasarkan pengertian di atas, maka objek pelanggaran administratif pemilu adalah berupa perbuatan dan/atau tindakan yang melanggar tata cara, prosedur atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilu. Oleh karena itu, subjek pelanggaran administratif pemilu adalah peserta pemilu yang terdiri atas partai politik, calon anggota DPR, DPD, DPRD, tim kampanye, dan penyelenggara pemilu. Penyelesaian pelanggaran administratif pemilu dan pelanggaran administratif pemilu yang bersifat TSM dimana TSM dilakukan dengan prinsip cepat, tidak memihak, dan terbuka. Selanjutnya, pengawas pemilu wajib memutuskan penyelesaian pelanggaran administratif Pemilu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak temuan dan/atau laporan diregistrasi. Dalam melaksanakan kewenangan penyelesaian pelanggaran administratif Pemilu, pengawas administratif Pemilu, pengawas Pemilu dapat membentuk majelis pemeriksa untuk menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus temuan atau laporan dugaan pelanggaran administratif Pemilu. Pembentukan majelis pemeriksa dilakukan melalui melalui rapat pleno Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota. Dewan pemeriksa paling sedikit terdiri atas 3 (tiga) orang yang berasal dari ketua dan/atau anggota Bawaslu yang ditetapkan dengan keputusan ketua Bawaslu.
 
Pelanggaran administratif pemilu berasal dari temuan atau laporan pelanggaran pemilu, hasil pengawasan pengawas pemilu bahwa terdapat dugaan pelanggaran administrasi pemilu, berdasarkan keputusan rapat pengawas pemilu, temuan adanya dugaan pelanggaran administrasi pemilu yang bersifat TSM.
 Temuan Bawaslu Kabupaten/Kota disampaikan kepada Bawaslu Provinsi, dan temuan Bawaslu Provinsi disampaikan kepada Bawaslu, untuk diselesaikan melalui pemeriksaan terbuka. Laporan dugaan pelanggaran administratif Pemilu disampaikan kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota secara tertulis dalam bahasa Indonesia dan memenuhi syarat formil dan materiil laporan. Laporan dugaan pelanggaran administratif Pemilu yang bersifat TSM disampaikan kepada Bawaslu, atau Bawaslu Provinsi secara tertulis dalam bahasa Indonesia dan memenuhi syarat formil dan materiil laporan.

Dalam penyelesaian pelanggaran administratif pemilu, terdapat dua prosedur, yaitu penyelesaian pelanggaran administratif pemilu melalui sidang terbuka (ajudikasi) yang dilakukan oleh majelis pemeriksa, dan penyelesaian pelanggaran administratif pemilu melalui proses cepat. Kedua prosedur tersebut lebih lanjut diatur dalam Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu. Dalam proses penanganan pelanggaran administratif pemilu, pemeriksaan dilakukan terhadap pemenuhan syarat formil dan materiil, kewenangan, kedudukan pelapor dan terlapor, dan batas waktu temuan atau laporan, dilakukan melalui sidang ajudikasi. Dalam Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2022 disebutkan bahwa majelis pemeriksa melakukan pemeriksaan pendahuluan, atas kelengkapan dan keabsahan temuan atau laporan dugaan pelanggaran administrasi pemilu dan penyelenggaraan pemilu yang bersifat TSM.
Dalam Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2022 disebutkan bahwa penyelesaian pelanggaran administratif pemilu dapat diselesaikan melalui pemeriksaan cepat. Penyelesaian pelanggaran tersebut, dapat diselesaikan di tempat kejadian dengan mempertimbangkan kelayakan dan keamanan. Temuan atau laporan dugaan pelanggaran administratif pemilu dengan cara pemeriksaan cepat, terkait dengan tahapan kampanye dan/atau kesalahan dalam proses rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara peserta Pemilu.
 Temuan atau laporan tersebut dilampiri dengan 2 (dua) alat bukti, yang diduga atau dilaporkan dalam temuan atau laporan pelanggaran administratif Pemilu, yaitu pelaksana kampanye, tim kampanye, dan peserta kampanye. Apabila berdasarkan keputusan pengawas pemilu dinyatakan bersalah, maka akan diserahkan kepada KPU sesuai tingkatannya untuk mendapatkan sanksi. Jika yang disangkakan atau dilaporkan adalah penyelenggara pemilu, yaitu KPU sesuai tingkatannya, maka hasil pengawasan dan/atau laporan  diteruskan kepada pengawas Pemilu satu tingkat di atasnya. Penyelesaian pelanggaran administratif Pemilu dengan acara cepat, dilakukan paling lama 2 (dua) hari sejak temuan atau laporan diterima. Dalam hal terjadi dugaan pelanggaran administratif Pemilu, pengawas Pemilu dapat merekomendasikan kepada KPU secara berjenjang sesuai tingkatannya, untuk menghentikan sementara kegiatan sampai dengan dikeluarkannya keputusan penyelesaian pelanggaran administratif Pemilu.
Lebih lanjut, dalam pelaksanaan pemilu di Indonesia, Bawaslu sebagai lembaga independen yang memiliki fungsi pencegahan, pengawasan, dan penindakan, terhadap pelaksanaan dan pelanggaran pemilu, serta penyelesaian pelanggaran administratif melalui ajudikasi, menjadikan Bawaslu sebagai lembaga pemilu semi yudisial, demi tercapainya penegakan hukum dan keadilan pemilu.
 Hal inilah yang menjadi dasar bahwa pemilu di Indonesia telah menjalankan salah satu prinsip pemilu yang demokratis, sebagaimana yang dikemukakan RA Dahl, bahwa indikator pemilu yang demokratis, yaitu pemilu yang diselenggarakan terdapat lembaga khusus untuk menjaga hak-hak rakyat dalam penegakan hukum, yaitu adanya pengadilan yang independen yang menafsirkan peraturan-peraturan pemilu.
Kesimpulan

Kewenangan Bawaslu terhadap sistem penegakan hukum dan keadilan pemilu, mendapat perhatian khusus dalam penyelenggaraan pemilu di Indonesia, yaitu dengan menambah kewenangan kelembagaan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, hal ini sebagaimana dikemukakan oleh F.J. Stahl, bahwa salah satu unsur negara hukum adalah pemerintahan dijalankan berdasarkan peraturan perundang-undangan, serta adanya peradilan administrasi dalam sengketa. Kepastian hukum dalam penanganan pelanggaran administratif pemilu melalui ajudikasi, dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Pemilu dan berpedoman pada Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu, dampak putusan yang dikeluarkan oleh Bawaslu terhadap proses pemilu tergantung dari putusan yang dikeluarkan, putusan yang dikeluarkan dapat berupa perbaikan administrasi hingga perbaikan tata cara, prosedur, atau mekanisme sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, peringatan tertulis, tidak diikutsertakan pada tahapan tertentu dalam penyelenggaraan Pemilu pembatalan sebagai calon, dan sanksi administratif lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. KPU dalam menindaklanjuti putusan Bawaslu diatur dalam UU Pemilu, bahwa setiap putusan Bawaslu wajib ditindaklanjuti oleh KPU dalam dalam bentuk penerbitan keputusan, dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah putusan dibacakan. Dengan pengaturan seperti itu, dapat dipastikan bahwa putusan Bawaslu dalam menyelesaikan pelanggaran administratif pemilu, tidak semata-mata berada di ruang hampa, tetapi harus ditindaklanjuti oleh KPU. Artinya, setiap putusan Bawaslu, setelah dibacakan memiliki sifat eksekutorial.
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